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PUTUSAN
Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Pwr
« 22N\ o >

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan majelis
hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 04 September 1981, umur 43
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX,
tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini
berdomisili elektronik di solichin881l@gmail.com selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 04 April 1983, umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat kediaman XXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXX XXX,
XXXX XXXXXXRKK,  XXXXXXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2025

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor

326/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret

2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
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Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0109/034/111/2019 tanggal 31 Maret 2019;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN PURWOREJO selama kurang
lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan
harmonis, sudah melakukan hubungan sebagimana layaknya suami istri
(ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;

4. 4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram
dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2020,
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;

- Termohon kemudian tidak mau tinggal bersama Pemohon;

- Termohon jarang melaksanakan kewajiban istri sebagaimana mestinya,
kurang patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan
Januari 2022 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang tinggal di RT.
002/ RW. 008, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX
sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak
ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri lagi;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha minta bantuan kepada keluarga guna
menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, tetapi tidak
berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon karena
Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi istri yang baik dan
taat, yang mau melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang
istri terhadap suami.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah cukup
alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai kepada
Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan sebagaimana yang ditunjuk
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oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan tentang
Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak
tercapai, maka sudah selayaknya apabila permohonan talak cerai ini
dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan
Agama Purworejo;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah
hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Pwr yang
dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa kuasaPemohon telah menyerahkan asli surat permohonan,
kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali
dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan
perkara ini diajukan Pemohon secara elektronik (e-court) maka pemeriksaan
dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigation);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK
3306130409810003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/034/111/2019 tanggal 31 Maret
2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bruno
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman
KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara
agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut
— Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai

Paman Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3

tahun;

— Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah

tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
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— Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar tetapi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah 3
tahun dan tidak pernah rukun lagi;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak
berhasil;

— Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada
lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan
pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman
KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara
agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai
tetangga Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3
tahun;

— Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal 3 tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi selama itu;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak
berhasil;

— Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada
lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan

pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;
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Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Purworejo untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2
undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang
perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian
karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai
pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai
cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus

dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan
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perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik
sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai
pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai
cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu
permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan tidak hadir
dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, sehingga
Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 130 HIR, dan Pasal
131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim telah
berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena
perkara ini diajukan secara elektronik (e-court) maka dengan sendirinya
persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik
(e-litigation) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 ayat (2) PERMA Rl Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta
agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana

tertuang dalam surat permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak
dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka
berdasar asas lex specialis derogat lex generalis ketidakhadiran Termohon
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindend),
melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan
Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon
tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan beralasan dan
bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2
orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah
memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti
saksi sebagai berikut;

— Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka
3e) dan Pasal 147 HIR;

— Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan
keterangan-keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat,
didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian
dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan
172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah
didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi maka permohonan Pemohon
telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut;
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1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi rumah
tangganya;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal selama 3 tahun dan tidak pernah rukun lagi, tidak pernah komunikasi
lagi;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak
berhasil;

4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil,
Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran
dan perselisihan;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal atau pisah rumah selama 3 tahun;

3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang
sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun
kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas
meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, akan tetapi
terbukti keduanya telah berpisah selama 3 tahun lamanya tanpa adanya
komunikasi lagi hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan
hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan
yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan
Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon
dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara
Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret
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1997, yang intinya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi
dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga
tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma
hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang

terkandung dalam Al-quran yaitu:
ey AT G A A0 Ga a5 15K ) Cra oK 3354

= Y

PN

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya,dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah
diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan
bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk
diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa
mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat atau kebaikannya,
oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui
perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya
daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat
Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz Il halaman
203 yang berbunyi:

SR
Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

el cla o arks sudlall 20

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah
memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
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tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon

pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan
dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Purworejo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.l., S.Pd.Si.
sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman, S.Ag. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
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dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Shiam
Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag. Subiyanto Nugroho, S.H.l., S.Pd.Si.
Hakim Anggota I,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relaas Panggilan| : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp40.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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